
                                                                                         SALINAN

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR  1  TAHUN  2015

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS
DESA MENJADI KELURAHAN ATAU KELURAHAN MENJADI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 29 ayat (3)  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun  2014  tentang  Desa,  perlu  mengatur  tentang
pembentukan,  penghapusan,  penggabungan, dan  perubahan
status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa di
Kabupaten Kudus;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
huruf a,  perlu  membentuk Peraturan  Daerah  tentang
Pembentukan,  Penghapusan,  Penggabungan, dan  Perubahan
Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa;

Mengingat : 1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

   2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam  Lingkungan  Propinsi  Jawa
Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
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Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor  123,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5539);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapka
n

: PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN,  PENGGABUNGAN, DAN  PERUBAHAN  STATUS
DESA MENJADI KELURAHAN ATAU KELURAHAN MENJADI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

3. Menteri adalah Menteri yang menangani Desa.

4. Pemerintah  Daerah  adalah  Kepala  Daerah  sebagai  unsur
penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang  memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
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5. Bupati adalah Bupati Kudus.

6. Kecamatan  adalah  bagian  wilayah  dari  Daerah  Kabupaten
yang dipimpin oleh Camat.

7. Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki
batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan
mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat
setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak asal-usul,
dan/atau hak tradisional  yang diakui dan dihormati  dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan  Desa adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat  dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kode  wilayah  administrasi  pemerintahan  adalah  identitas
wilayah administrasi pemerintahan yang dijadikan pedoman
dalam penataan sistem informasi pemerintahan.

10. Data wilayah administrasi pemerintahan adalah data dasar
yang  memuat  nama  wilayah,  luas  wilayah,  dan  jumlah
penduduk yang dirinci dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan
Kabupaten.

11. Hari adalah hari kerja.

BAB II
KEDUDUKAN DAN PENATAAN DESA

Pasal 2

Desa berkedudukan di wilayah Daerah. 

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.

(2)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
hasil  evaluasi  tingkat  perkembangan  Pemerintahan Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
a. mewujudkan  efektivitas  penyelenggaraan  Pemerintahan

Desa;
b. mempercepat  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat

Desa;
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d. meningkatkan  kualitas  tata  kelola  Pemerintahan Desa;

dan
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e. meningkatkan daya saing Desa. 

(4)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pembentukan; 
b. penghapusan;
c. penggabungan; 
d. perubahan status; dan
e. penetapan Desa.

BAB  III
PEMBENTUKAN DESA

Pasal 4

(1)Pembentukan Desa  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  3
ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru
di luar Desa yang ada.

(2)Pemerintah Daerah dapat memprakarsai  Pembentukan Desa
berdasarkan atas  hasil  evaluasi  tingkat  perkembangan
Pemerintahan Desa. 

(3)Pembentukan  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada   ayat  (1)
ditetapkan dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  dengan
mempertimbangkan prakarsa  masyarakat Desa, asal-usul,
adat-istiadat,  kondisi  sosial budaya masyarakat  Desa, serta
kemampuan dan potensi Desa.
 

(4)Pembentukan Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
harus memenuhi syarat:
a. batas  usia  Desa  Induk  paling  sedikit  5  (lima)  tahun

terhitung sejak pembentukan;
b. jumlah penduduk paling  sedikit  6.000  (enam ribu)  jiwa

atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
c. wilayah  kerja  yang  memiliki  akses  transportasi  antar

wilayah;
d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup

bermasyarakat sesuai dengan adat-istiadat Desa;
e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber

daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta

Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati; 
g. sarana  dan  prasarana  bagi  Pemerintahan  Desa  dan

pelayanan publik; dan
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h. tersedianya  dana  operasional,  penghasilan  tetap,  dan
tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)Dalam wilayah Desa dibentuk dusun yang disesuaikan dengan
asal-usul,  adat-istiadat, dan nilai  sosial budaya masyarakat
Desa.

(6)Pembentukan  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dilakukan melalui Desa Persiapan.

(7)Desa Persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa Induk.

(8)Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat  (6)  dapat
ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1
(satu) sampai 3 (tiga) tahun. 

(9)Peningkatan  status  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (8)
dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. 

Pasal 5
 

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa: 
a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;

atau 
b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi

1  (satu)  Desa  atau penggabungan beberapa  Desa  menjadi  1
(satu) Desa baru. 

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui
pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5 huruf a
wajib  menyosialisasikan  rencana  pemekaran  Desa  kepada
Pemerintah Desa Induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan. 

Pasal 7

(1) Rencana  pemekaran  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  6 dibahas  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  Induk
dalam musyawarah Desa  untuk  mendapatkan  kesepakatan
yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.

 
(2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi
Bupati dalam melakukan pemekaran Desa. 
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(3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati. 

Pasal 8 

(1) Bupati  setelah  menerima  hasil  kesepakatan  musyawarah
Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7 ayat  (3)
membentuk tim Pembentukan Desa Persiapan. 

(2) Tim  pembentukan  Desa  Persiapan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: 
a. unsur  Pemerintah  Daerah  yang  membidangi

Pemerintahan  Desa,  pemberdayaan  masyarakat,
perencanaan  pembangunan  daerah,  dan  peraturan
perundang-undangan; 

b. Camat; dan 
c. unsur  akademisi  di  bidang  pemerintahan,  perencanaan

pengembangan  wilayah,  pembangunan,  dan  sosial
kemasyarakatan. 

(3) Tim  pembentukan  Desa  Persiapan  mempunyai  tugas
melakukan  verifikasi  persyaratan  pembentukan  Desa
Persiapan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan. 

(4) Hasil  tim  pembentukan  Desa  Persiapan  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (3)  dituangkan  ke  dalam  bentuk
rekomendasi yang menyatakan layak atau tidaknya dibentuk
Desa Persiapan. 

(5) Dalam  hal  rekomendasi  Desa  Persiapan  dinyatakan  layak,
Bupati menetapkan  Peraturan Bupati tentang pembentukan
Desa Persiapan. 

Pasal  9

Desa  Persiapan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8 ayat  (5)
dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu
paling  lama  3  (tiga)  tahun  sejak  ditetapkan  sebagai  Desa
Persiapan. 

Pasal 10 

(1) Bupati  menyampaikan  Peraturan  Bupati  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada Gubernur. 

(2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1),  Gubernur  menerbitkan  surat  yang  memuat  kode
register Desa Persiapan. 

(3) Kode  register  Desa  Persiapan  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa Induknya.
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(4) Surat  Gubernur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
dijadikan  sebagai  dasar  bagi  Bupati  untuk  mengangkat
Penjabat Kepala Desa Persiapan. 

(5) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4)  berasal dari unsur Pegawai Negeri  Sipil  Pemerintah
Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali  dalam masa
jabatan yang sama. 

(6) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada
ayat  (5)  bertanggung  jawab  kepada  Bupati  melalui  Kepala
Desa Induknya. 

(7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat  (6)
mempunyai  tugas  melaksanakan  pembentukan  Desa
Persiapan meliputi: 
a. penetapan  batas  wilayah  Desa  sesuai  dengan  kaidah

kartografis; 
b. pengelolaan  anggaran  operasional  Desa  Persiapan  yang

bersumber dari APBDesa Induk; 
c. pembentukan struktur organisasi; 
d. pengangkatan perangkat Desa; 
e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa; 
f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; 
g. pendataan  bidang  kependudukan,  potensi  ekonomi,

inventarisasi  pertanahan  serta  pengembangan  sarana
ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan 

h. pembukaan akses perhubungan antarDesa. 

(8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi
masyarakat Desa. 

Pasal 11

(1) Penjabat  Kepala  Desa  Persiapan melaporkan perkembangan
pelaksanaan Desa  Persiapan sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (7) kepada: 
a. Kepala Desa Induk; dan 
b. Bupati melalui Camat. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  disampaikan
secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. 
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(3) Setelah  mendapat  laporan  dari  Kepala  Desa  Persiapan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  Camat  meneruskan
laporan tersebut kepada Bupati.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan
pertimbangan dan masukan bagi Bupati.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  disampaikan
oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

(6) Apabila  hasil  kajian  dan  verifikasi  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (5)  dinyatakan  Desa  Persiapan  tersebut  layak
menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa. 

(7) Rancangan Peraturan  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (6)  dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten. 

(8) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (7)  disetujui  bersama  oleh  Bupati  dan  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Bupati menyampaikan
rancangan  Peraturan  Daerah  kepada  Gubernur  untuk
dievaluasi. 

Pasal 12

(1) Gubernur melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan Desa berdasarkan urgensi, kepentingan
nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa,
dan/atau peraturan perundang-undangan.

(2) Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap
rancangan  Peraturan  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  paling lama 20 (dua puluh)  hari  setelah menerima
rancangan Peraturan Daerah. 

(3) Dalam  hal  Gubernur  memberikan  persetujuan  atas
rancangan  Peraturan  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan
penetapan  menjadi  Peraturan  Daerah  dalam  jangka  waktu
paling lama 20 (dua puluh) hari. 

(4) Dalam  hal  Gubernur  menolak  memberikan  persetujuan
terhadap  rancangan  Peraturan  Daerah  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2),  rancangan  Peraturan  Daerah
tersebut  tidak  dapat  disahkan  dan  tidak  dapat  diajukan
kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan
oleh Gubernur. 
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(5) Dalam  hal  Gubernur  tidak  memberikan  persetujuan  atau
tidak memberikan penolakan terhadap rancangan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  Bupati  dapat
mengesahkan  rancangan  Peraturan  Daerah  tersebut  serta
Sekretaris  Daerah  mengundangkannya  dalam  Lembaran
Daerah. 

(6) Dalam  hal  Bupati  tidak  menetapkan  rancangan  Peraturan
Daerah  yang  telah  disetujui  oleh  Gubernur,  rancangan
Peraturan  Daerah  tersebut  dalam  jangka  waktu  20  (dua
puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan
berlaku dengan sendirinya. 

Pasal 13

(1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan
setelah mendapat Nomor Registrasi dari Gubernur dan Kode
Desa dari Menteri. 

(2) Peraturan  Daerah  Kabupaten  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa. 

Pasal 14

(1) Apabila  hasil  kajian  dan  verifikasi  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (5) menyatakan Desa Persiapan tersebut
tidak  layak  menjadi  Desa,  Desa  Persiapan  dihapus  dan
wilayahnya kembali ke Desa Induk.
 

(2) Penghapusan  dan  pengembalian  Desa  Persiapan  ke  Desa
Induk  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan
dengan Peraturan Bupati. 

BAB  IV
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA 

Pasal 15
 

(1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan
program nasional yang strategis atau karena bencana alam.

(2) Penghapusan  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
menjadi wewenang Pemerintah.

Pasal 16

Ketentuan  mengenai  pembentukan  Desa  melalui  pemekaran
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  6 sampai  dengan Pasal  14
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berlaku  secara  mutatis  mutandis  terhadap  pembentukan  Desa
melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih
yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru. 

Pasal 17

(1) Pembentukan  Desa  melalui  penggabungan  beberapa  Desa
menjadi  1  (satu)  Desa  baru  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  5 huruf  b  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  Desa
yang bersangkutan. 

(2) Kesepakatan  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dihasilkan melalui mekanisme: 

a. Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  bersangkutan
menyelenggarakan musyawarah Desa; 

b. hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan
kesepakatan penggabungan Desa; 

c. hasil  kesepakatan  musyawarah  Desa  ditetapkan  dalam
Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa;

d. Keputusan  Bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa
sebagaimana  dimaksud  huruf  c  ditandatangani  oleh
Ketua/Pimpinan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan
diketahui oleh para Kepala Desa yang bersangkutan; dan

e. para  Kepala  Desa  secara  bersama-sama  mengusulkan
penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan
tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama. 

(3) Penggabungan  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten. 

BAB  V
PENETAPAN DESA

Pasal  18

(1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Desa yang ada di
wilayahnya yang telah mendapatkan Kode Desa.

(2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan
Desa.

(3) Penetapan Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana Lampiran
Peraturan Daerah ini. 
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BAB  VI 
PERUBAHAN STATUS DESA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 19

Perubahan status Desa meliputi: 
a. Desa menjadi Kelurahan; dan
b. Kelurahan menjadi Desa; 

Bagian Kedua 
Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan 

Pasal 20

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf a, harus memenuhi syarat: 
a. luas wilayah tidak berubah; 
b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau

1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga; 
c. sarana  dan  prasarana  pemerintahan  bagi  terselenggaranya

pemerintahan Kelurahan; 
d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi,

serta keanekaragaman mata pencaharian; 
e. kondisi  sosial  budaya  masyarakat  berupa  keanekaragaman

status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke
masyarakat industri dan jasa; dan 

f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 21

(1) Perubahan  status  Desa  menjadi  Kelurahan  dilakukan
berdasarkan  prakarsa  Pemerintah  Desa  bersama  Badan
Permusyawaratan  Desa  dengan  memperhatikan  saran  dan
pendapat masyarakat Desa setempat. 

(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dibahas dan
disepakati dalam musyawarah Desa. 

(3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan. 

(4) Keputusan  hasil  musyawarah  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai
usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan. 
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(5) Bupati  membentuk  tim  untuk  melakukan  kajian  dan
verifikasi  usulan Kepala  Desa  sebagaimana dimaksud pada
ayat (4). 

(6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)  menjadi  masukan  bagi  Bupati  untuk  menyetujui  atau
tidak  menyetujui  usulan  perubahan  status  Desa  menjadi
Kelurahan. 

(7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa
menjadi  Kelurahan,  Bupati  menyampaikan  rancangan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  mengenai  perubahan  status
Desa  menjadi  Kelurahan kepada Dewan Perwakilan  Rakyat
Daerah Kabupaten untuk dibahas dan disetujui bersama. 

(8) Pembahasan  dan  penetapan  rancangan  Peraturan  Daerah
Kabupaten  mengenai  perubahan  status  Desa  menjadi
Kelurahan  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan. 

Pasal 22

(1) Kepala  Desa,  Perangkat  Desa,  dan  anggota  Badan
Permusyawaratan  Desa  dari  Desa  yang  diubah  statusnya
menjadi  Kelurahan  diberhentikan  dengan  hormat  dari
jabatannya. 

(2) Kepala  Desa,  Perangkat  Desa,  dan  anggota  Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberi  penghargaan  dan/atau  pesangon  sesuai  dengan
kemampuan  keuangan  Pemerintah  Daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengisian  jabatan  Lurah  dan  Perangkat  Kelurahan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berasal  dari  Pegawai
Negeri  Sipil  dari  Pemerintah  Daerah  bersangkutan  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 23

Seluruh  kekayaan/aset  Desa  yang  berubah  menjadi  Kelurahan
menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk
meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  Kelurahan  tersebut
dan pendanaan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
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Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa 

Pasal 24

(1) Pemerintah  Daerah  dapat  mengubah  status  Kelurahan
menjadi  Desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat  dan
memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelurahan  yang  berubah status  menjadi  Desa,  sarana  dan
prasarana  menjadi  milik Desa  dan dikelola  oleh  Desa yang
bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa. 

(3) Pendanaan  perubahan  status Kelurahan  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  dibebankan  pada  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 25

(1) Perubahan  status  Kelurahan  menjadi  Desa  hanya  dapat
dilakukan  bagi  Kelurahan  yang  kehidupan  masyarakatnya
masih bersifat perdesaan. 

(2) Perubahan  status  Kelurahan  menjadi  Desa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau
sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan. 

BAB VII
KEWENANGAN DESA

Pasal 26

Kewenangan  Desa meliputi kewenangan di bidang  penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat
Desa.

Pasal 27

Kewenangan Desa meliputi: 
a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul; 
b. kewenangan lokal berskala Desa; 
c. kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
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d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah  Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pelaksanaan kewenangan  berdasarkan  hak  asal-usul  dan
kewenangan  lokal  berskala  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 27 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa. 

Pasal 29

Pelaksanaan  kewenangan  yang  ditugaskan  dan  pelaksanaan
kewenangan tugas  lain  dari  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah
Provinsi,  atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

Pasal 30

(1) Penugasan  dari  Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerah
kepada Desa  meliputi  penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan  Pembangunan  Desa,  pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

(2) Penugasan   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disertai
biaya.

Pasal 31

(1) Kewenangan  Desa  berdasarkan  hak  asal-usul  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf a paling sedikit terdiri atas: 
a. sistem organisasi masyarakat adat; 
b. pembinaan kelembagaan masyarakat; 
c. pembinaan lembaga dan hukum adat; 
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan 
e. pengembangan peran masyarakat Desa. 

(2) Kewenangan  lokal  berskala  Desa  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  27 huruf  b  paling  sedikit  terdiri  atas
kewenangan: 
a. pengelolaan tambatan perahu; 
b. pengelolaan pasar Desa; 
c. pengelolaan tempat pemandian umum; 
d. pengelolaan jaringan irigasi; 
e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; 
f. pembinaan  kesehatan  masyarakat  dan  pengelolaan  pos

pelayanan terpadu; 
g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; 
h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; 
i. pengelolaan embung Desa; 
j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan 
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k. pembuatan  jalan  Desa  antarpermukiman  ke  wilayah
pertanian. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2),  dapat di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  dengan  menetapkan
jenis  kewenangan Desa sesuai  dengan situasi,  kondisi,  dan
kebutuhan lokal. 

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi
kewenangan  berdasarkan  hak  asal-usul  dan  kewenangan
lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal  31
dengan melibatkan Desa. 

(2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan peraturan Bupati
tentang  daftar  kewenangan berdasarkan hak asal-usul  dan
kewenangan  lokal  berskala  Desa  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan. 

(3) Peraturan  Bupati  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
ditindaklanjuti  oleh  Pemerintah  Desa  dengan  menetapkan
Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-
usul  dan  kewenangan  lokal  berskala  Desa  sesuai  dengan
situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. 

Pasal 33

Kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah  dan  Pemerintah
Daerah  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan. 

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

(2) Bupati  dapat  mendelegasikan  pembinaan  dan  pengawasan
kepada perangkat daerah dan/atau perangkat kecamatan.

Pasal  35

Pembinaan dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi: 
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a. memberikan  pedoman  pelaksanaan  penugasan  urusan
Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;

b. memberikan  pedoman  penyusunan  Peraturan  Desa   dan
Peraturan Kepala Desa;

c. memberikan  pedoman  penyusunan  perencanaan
pembangunan partisipatif;

d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
f. menetapkan  pembiayaan  alokasi  dana  perimbangan  untuk

Desa;
g. mengawasi  pengelolaan  keuangan  Desa  dan  pendayagunaan

aset Desa;
h. melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan

Pemerintahan Desa;
i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah

Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa,  dan  lembaga
kemasyarakatan;

j. memberikan  penghargaan  atas  prestasi  yang  dilaksanakan
dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  Badan
Permusyawaratan  Desa,  lembaga  kemasyarakatan,  dan
lembaga adat; 

k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
l. melakukan  upaya  percepatan  Pembangunan  Desa  melalui

bantuan  keuangan,  bantuan  pendampingan,  dan  bantuan
teknis; 

m. melakukan  peningkatan  kapasitas  Badan  Usaha  Milik  Desa
dan lembaga kerja sama antarDesa; dan

n. memberikan sanksi  atas  penyimpangan yang dilakukan oleh
Kepala Desa sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Desa yang sudah
ada sebelum Peraturan Daerah ini  berlaku tetap diakui  sebagai
Desa. 

BAB  X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal  38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan  Daerah  ini  dengan  penempatannya  dalam  Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Juli 2015

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A
Diundangkan di Kudus
pada tanggal 3 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (1/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
    KEPALA BAGIAN HUKUM

          SUHASTUTI, SH
            Pembina Tk. I
NIP. 19610319 198607 2 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR  1  TAHUN  2015

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN STATUS
DESA MENJADI KELURAHAN ATAU KELURAHAN MENJADI DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
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tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa,  dan  guna  mendukung  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan,
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan masyarakat,
maka perlu menetapkan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kudus beserta kode
dan data administrasi wilayah pemerintahan.

Setelah dilakukan inventarisasi Desa-Desa dan Kelurahan yang berada
di wilayah Kabupaten Kudus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan
Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebanyak 123 (seratus dua puluh
tiga)  Desa  dan  9  (sembilan)  Kelurahan  yang  terdapat  dalam  9  (sembilan)
Kecamatan ditetapkan sebagai Desa dan Kelurahan.

 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
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Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
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Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 181
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LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 1  
TAHUN 2015 
TENTANG 
PEMBENTUKAN,  PENGHAPUSAN,  PENGGABUNGAN  DAN
PERUBAHAN  STATUS  DESA  MENJADI  KELURAHAN  ATAU
KELURAHAN MENJADI DESA

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KABUPATEN
KUDUS

DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KABUPATEN KECAMATAN KELURAHAN DESA
LUAS

WILAYAH
(Km2)

2 3 4 5 6

KUDUS 9 9 123 425,15
1
.

KALIWUNGU - 15 32,68

1. BAKALANKRAPYAK 1,38
2. PRAMBATAN KIDUL 2,88
3. PRAMBATAN LOR 2,56
4. GARUNG KIDUL 2,61
5. SETROKALANGAN 1,88
6. BANGET 1,81
7. BLIMBING KIDUL 1,12
8. SIDOREKSO 2,90
9. GAMONG 1,96
10. KEDUNGDOWO 2,20
11. GARUNG LOR 1,10
12. KARANGAMPEL 1,79
13. MIJEN 2,29
14. KALIWUNGU 3,74
15. PAPRINGAN 2,46

2 3 4 5 6

2
. KOTA KUDUS  9  16 10,47

  
1
.

PURWOSARI
  1,13

    1. JANGGALAN 0,18
    2. DEMANGAN 0,17

  
2
.

SUNGGINGAN
  0,35

  
3
.

PANJUNAN
  0,16



6

  
4
. WERGU KULON   0,54

  
5
. WERGU WETAN   0,42

  
6
. MLATI KIDUL   0,47

  
7
. MLATINOROWITO   0,84

    3. MLATI LOR 0,34
    4. NGANGUK 0,27
    5. KRAMAT 0,28
    6. DEMAAN 0,37
    7. LANGGARDALEM 0,19
    8. KAUMAN 0,03
    9. DAMARAN 0,18

  
8
.

KERJASAN
  0,01

  
9
.

KAJEKSAN
  0,28

    10. KRANDON 0,42
    11. SINGOCANDI 1,62
    12. GLANTENGAN 0,15
    13. KALIPUTU 0,54
    14. BARONGAN 0,33
    15. BURIKAN 0,42
    16. RENDENG 0,78

2 3 4 5 6

3
. JATI  -  14

26,29

    1. JETISKAPUAN 2,15
    2. TANJUNGKARANG 1,53
    3. JATI WETAN 2,62
    4. PASURUHAN KIDUL 2,01
    5. PASURUHAN LOR 3,38
    6. PLOSO 0,74
    7. JATI KULON 1,87
    8. GETASPEJATEN 1,52
    9. LORAM KULON 1,99

    
10
.

LORAM WETAN
2,38

    
11
.

JEPANGPAKIS
1,96

    
12
.

MEGAWON
1,43
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13
. NGEMBAL KULON 1,45

    
14
. TUMPANGKRASAK 1,26

4
. UNDAAN  -  16

71,77

    1. WONOSOCO 5,42
    2. LAMBANGAN 2,82
    3. KALIREJO 3,43
    4. MEDINI 3,42
    5. SAMBUNG 2,34
    6. GLAGAHWARU 2,64
    7. KUTUK 6,24
    8. UNDAAN KIDUL 6,56
    9. UNDAAN TENGAH 6,22

    
10
. KARANGROWO 11,00

    
11
. LARIKREJO 2,23

2 3 4 5 6

    
12
. UNDAAN LOR 5,79

    
13
. WATES 4,76

    
14
. NGEMPLAK 5,08

    
15
. TERANGMAS 1,55

    
16
. BERUGENJANG 2,27

5
. MEJOBO  -  11

36,77

    1. GULANG 5,15
    2. JEPANG 3,59
    3. PAYAMAN 3,56
    4. KIRIG 5,60
    5. TEMULUS 4,15
    6. KESAMBI 3,25
    7. JOJO 2,10
    8. HADIWARNO 2,59
    9. MEJOBO 2,05

    
10
. GOLANTEPUS 2,62

    
11
. TENGGELES 2,11
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6
. JEKULO  -  12 82,91
    1. SADANG 3,58
    2. BULUNGCANGKRING 10,24
    3. BULUNG KULON 14,86
    4. SIDOMULYO 4,97
    5. GONDOHARUM 11,69
    6. TERBAN 8,59
    7. PLADEN 3,31
    8. KLALING 5,89

2 3 4 5 6

    9. JEKULO 2,24

    
10
.

HADIPOLO
5,17

    
11
.

HONGGOSOCO
5,03

    
12
.

TANJUNGREJO
7,34

7
. BAE  -  10 23,32
    1. DERSALAM 1,46
    2. NGEMBALREJO 2,68
    3. KARANGBENER 3,93
    4. GONDANGMANIS 5,57
    5. PEDAWANG 1,04
    6. BACIN 1,39
    7. PANJANG 1,00
    8. PEGANJARAN 1,90
    9. PURWOREJO 0,96

    
10
.

BAE
3,39

8
. GEBOG  -  11 55,10
    1. GRIBIG 2,47
    2. KLUMPIT 3,37
    3. GETASSRABI 3,74
    4. PADURENAN 1,63
    5. KARANGMALANG 2,62
    6. BESITO 2,98
    7. JURANG 2,61
    8. GONDOSARI 5,18
    9. KEDUNGSARI 6,13
    10 MENAWAN 8,26
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.

    
11
.

RAHTAWU
16,11

2 3 4 5 6

9
. DAWE  -  18 85,84
    1. SAMIREJO 1,54
    2. CENDONO 3,69
    3. MARGOREJO 6,09
    4 REJOSARI 3,83
    5. KANDANGMAS 12,92
    6. GLAGAH KULON 1,52
    7. TERGO 3,41
    8. CRANGGANG 5,38
    9. LAU 7,40

    
10
. PIJI 5,54

    
11
. PUYOH 4,58

    
12
. SOCO 7,02

    
13
. TERNADI 4,05

    
14
. KAJAR 5,04

    
15
. KUWUKAN 2,28

    
16
. DUKUHWARINGIN 2,54

    
17
. JAPAN 3,17

    
18
. COLO 5,84

Salinan sesuai dengan aslinya
    KEPALA BAGIAN HUKUM

          SUHASTUTI, SH
            Pembina Tk. I
NIP. 19610319 198607 2 001
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